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Abstrak

Dilalah al-Alfaz merupakan metode yang digunakan untuk mengaktualisasikan hukum Islam
dari teks Alquran dan as-Sunnah. Kurangnya pengetahuan terhadap ilmu ini di pihak para ahli
hukum dapat menyebabkan kesalahan terhadap pemahaman suatu ayat atau hadits, sehingga
terjadi kesalahan dalam penggalian hukum dari teks tersebut. Oleh karena itu, mengkaji dilalatul
al-Alfaz sangat penting, khususnya dalam persoalan zakat yang terus berkembang mengikuti
perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dilalah al-Alfaz yang
digunakan para ulama fikih terdahulu untuk memahami hukum-hukum Alqur'an dan Sunnah,
sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum modern.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang menggunakan
sumber primer dari kitab Ushul Al-Figh dan sumber sekunder dari buku dan jurnal lain yang
relevan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan bentuk
analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilalah al-Alfaz merupakan
faktor penting dalam pembangunan hukum Islam. Menurut aliran Mutakallimin urutan dilalah
adalah mantiiq sharih, igtidha', ima', isyarah, mathtim al-muwafaqah, dan mathtim al-mukhlafah.
Aplikasi kaedah di atas dan contoh penerapannya terhadap ayat zakat memberikan kesimpulan
bahwa konsep dilalah al-alfaz sangat berpengaruh terhadap ijjtihad ulama dalam pengembangan
fatwa zakat kontemporer.

Kata-kata kunci : Dilalah Al Alfadz; Islamic Law; Zakat

Abstract

Dilalah al-Alfaz is a method used to actualize Islamic law from the texts of the Koran and as-Sunnah. Lack of
knowledge of this science on the part of jurists can lead to errors in understanding a verse or hadith, resulting
in an error in extracting the law from the text. Therefore, studying dilalatul al-Alfaz is very important,
especially in the issue of zakat which continues to develop with the times. This study aims to determine the
dilalah al-Alfaz method used by earlier figh scholars to understand the laws of the Qur’an and Sunnah, so that
they can be applied and further developed by modern legal practitioners. The method used in this research is
library research, which uses primary sources from the book Usul Al-Figh and secondary sources from other
relevant books and journals. The data processing technique used is qualitative, using inductive and deductive
forms of analysis. The results of this study indicate that al-Alfaz’s dilalah is an important factor in the
development of Islamic law. According to the Mutakallimin school, the order of dilalah is mantiiq sharih,
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igtidha’, ima’, isyarah, mafhiim al-muwafaqah, and mafhim al-mukhlafah. The application of the above rule
and examples of its application to the verses of zakat conclude that the concept of dilalah al-alfaz is very
influential on the ijtihad of scholars in the development of contemporary zakat fatwas.

Keywords: Dilalah Al Alfadz; Islamic Law; Zakat

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diridhai Allah memiliki aturan syariat yang begitu
sempurna untuk menjadi pedoman kehidupan bagi para pemeluknya. Aturan —
aturan yang dihadirkan oleh Allah memiliki pondasi yang kokoh sehingga dapat
diamalkan di setiap tempat, waktu, dan kondisi apapun. Islam tidak hanya
diperuntukkan untuk orang Arab saja, namun untuk seluruh manusia, tanpa
memandang suku, budaya, bahasa, maupun warna kulitnya. Ini menunjukkan
bahwa aturan syariat bersumber dari wahyu sang pencipta semua ras dan suku,
sehingga tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun keadaan. Aturannya
mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, ekonomi, kelurga,
masyarakat, dan negara (Syarifah, 2017).

Syariat Islam hadir ke muka bumi bertujuan untuk membawa kemaslahatan
bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya asas dari syariat
Islam adalah kemaslahatan dan keselamatan. Semua atauran yang ada di dalam
syariat Islam berujung kepada satu muara yaitu “darul mafasid dan jalbul mashalih”
yang berarti menolak bahaya dan menarik atau menghasilkan kemaslahatan.
Syariat Islam memerintahkan pemeluknya untuk selalu mengerjakan salat, puasa,
zakat, dan lain sebagainya bertujuan agar pemeluknya terjaga agamanya. Syariat
Islam juga memerintahkan pemeluknya untuk tidak berzina agar selalu terjaga
keturunannya. Semua hal di atas menunjukkan bahwa hadirnya syariat Islam ke
dunia ini semata-mata untuk menjaga keselamatan bagi manusia dan alam semesta
(Garamatan & Ayuniyyah, 2021).

Usul Fikih adalah salah satu cabang ilmu alat yang membahas konsep-konsep
dan metodologi dalam memahami serta menggali hukum-hukum syariat dari
sumber-sumbernya, seperti Alquran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Salah satu objek
pembahasan yang dibahas dalam Usul Fikih adalah konsep dalalah al_alfaz yang
mempelajari penafsiran kata-kata atau frasa-frasa dari sebuah teks yang ada di
dalam Alquran dan Sunnah. Tujuannya adalah agar seorang Mujtahid dapat
memahami makna yang dimaksud dari sebuah teks sumber hukum dengan benar
sehingga mendapatkan kesimpulan dan memutuskan hukum dengan benar sesuai
pemahaman yang benar dari teks tersebut. Alquran dan Sunnah memiliki banyak
model lafaz. Ada yang masih besifat umum, khusus, global, terperinci, dan lain
sebagainya. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi seorang Mujtahid untuk
memahami dalalah atau metode untuk mengetahui makna yang dikehendaki dari
sebuah lafaz yang disingkat menjadi dalalah al-alfaz yang menjadi bagian dari
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prosedur maupun cara yang benar dalam menggali maupun menetapkan suatu
hukum syariat yang sering diistilahkan dengan thuruq al-istinbath (Atabik, 2015).

Metode atau cara pengambilan hukum dari Alquran dan Sunnah yang
dikenal dengan istilah al-thuruq al-istinbath menurut Abu Zuhrah (2007 . 3)
memiliki dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah menggunakan pendekatan
makna atau mencari sebab dari munculnya suatu hukum yang kemudian
digunakan untuk mengqiyaskan kepada permasalahan baru yang memiliki
kesamaan illah atau sebabnya. Sebagai contoh dari hukum diharamkannya minum
khamr atau arak yang terbuat dari perasan anggur. Setelah dicari ditemukan sebab
atau illah yaitu muskir atau memabukkan yang dapat mengilangkan akal. Setelah
itu digiyaskan terhadap perkara apa saja yang memiliki illah atau sebab yang
sama yaitu memabukkan atau menhilangkan akal hukumnya menjadi haram
seperti narkotika, psikotropika dan sejenisnya yang dapat merusak akal. Metode
istinbath dengan pendekatan seperti ini sering disebut dengan istilah at thurug al
ma’nawiyah yang meliputi konsep istihsan, maslahah al mursalah, giyas iqtirani dan
lain sebagainya.

Pendekatan kedua yaitu menggunakan pendekatan lafaz. Pendekatan ini
memerlukan pengusaan yang luas terhadap ilmu Bahasa Arab. Hal ini dikarenakan
satu kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dapat memiliki makna yang beragam
yang menimbulkan impilakasi hukum yang berbeda-beda. Terkadang sebuah
makna dapat dipahami dari kata perkata, namun banyak juga yang tidak dapat
dipahami secara benar dengan perkata tetapi dengan membaca susunan kalimat
atau tarakib al jumal secara utuh. Pendekatan kedua ini adalah pembahasan
terpanjang di dalam ilmu Usul Fikih dikarenakan Alquran dan Sunnah ditulis
dengan Bahasa Arab yang memiliki lebih dari dua belas juta kosa kata, sehingga
untuk memahami teks Alquran dan Sunnah dengan benar harus mengusai Bahasa
Arab dengan mendalam. Imam Syathibi mengatakan:

3sene Ol o J5T 4l gead cad tame Y i)y 1,0 4y ool Ol J5 OTA 0
Lesles Cllaly aold) bWl (3 o))

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Alquran dengan Bahasa Arab bukan Bahasa
ajam (selain Arab) sehingga Alquran lafaznya, maknanya, dan tata bahasanya sesuai
dengan lisannya orang Arab. (Syathibi, 1091).

Dilalah al-alfaz merupakan cabangan dari ilmu Usul Fikih yang membahas
kata di dalam Bahasa Arab dan cara atau metode pengambilan hukum dari makna
yang dikehendaki dari kata tersebut yang sering diistilahkan dengan at thuruqg al
lafdziyah. Dilalah al-alfaz secara garis besar dapat dimaknai sebagai petunjuk atau
arah untuk memahami sesuatu dari sebuah kata atau lafaz dalam Bahasa Arab.
Secara umum dalalah al-alfaz dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya
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pembagian lafaz dari segi keumuman dan kekhususannya, pembagian lafaz dari
segi makna yang mujmal atau masih global (belum ada penjelasanya) dengan
makna yang mubayyan atau sudah diberikan penjelasan. Namun penelitian ini
fokus membahas dalalah al-alfaz dari segi menunjukkannya lafaz tersebut kepada
sebuah makna yang berimplikasi kepada istinbath atau penetapan hukum syariat.

Permasalahan setiap negara yang terus menjadi diskusi sampai saat ini
adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara akan berdampak
terhadap permasalahan di berbagai aspek seperti kesehatan, kesejahteraan,
pendidikan, bahkan agama. Setiap negara telah berusaha untuk menurunkan
angka kemiskinan di setiap wilayah negaranya, diantaranya adalah dengan
program zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan
oleh setiap orang yang memeluk agama Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam,
zakat merupakan salah satu solusi yang penting untuk mengentaskan kemiskinan
di setiap wilayah. Zakat juga akan menguatkan rasa gotong-royong, peduli kepada
sesama, sehingga muncul rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat dikalangan
masyarakat. Zakat yang dikelola dengan baik memberikan dampak yang
segnifikan terhadap pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu
negara (Kamal, 2021).

Perkembangan fatwa tentang zakat sampai saat ini masih banyak
permasalahan yang harus dipecahkan, diantaranya masalah-masalah terdahulu
yang kondisinya sudah berubah di zaman kontemporer. Semua hal tersebut
membutuhkan ijtihad dari para mujtahidin, sebagaimana yang disampaikan oleh
al Qaradawi di dalam kitabnya Fighuz Zakah:

o Lannb s Lo Glog¥ly JIsm Y1 n Lo Tlas 03 26udl) j5a8ly wSBgl) 2y O
L lday LLa (3 @ 1580 Lo o 0ge8¥1 @ (S Lo LeadDl D (gl of Lo
o s 3 Sy Uy ol Oy Ol iy sl 5 sy 098 pgla

As gl Gl e Cade e ST (3 gedi2 e S

Sesungguhnya sebagian kejadian atau permasalahan (zakat) yang terjadi pada masa lampau
banyak yang telah tergerus oleh kondisi dan sifat-sifat yang merubahnya dari tabiat, bentuk,
dan dampaknya yang asli, sehingga tidak cocok jika masih dihukumi dengan fatwa ahli fikih
terdahulu, karena kondisi objek yang akan dihukumi telah berubah sifatnya dari kondisi para
ulama terdahulu yang memberikan fatwa. Oleh karenanya al Qordhawi melanjutkan:

P Jls=Ty . sz 3LA BBy cslsle ity Al 03] slgr V) ] ax U
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Hajat atau kebutuhan terhadap adanya suatu ijtihad, adalah hajat yang sifatnya terus-
menerus dan tidak terputus, selagi kondisi kehidupan masyarakat terus berubah dan
berkembang, sehingga syariat Islam dapat menjadi solusi atas segala kondisi, waktu, dan
tempat. Syariat Islam dapat menjadi hakim atau ataran yang mengatur segala urusan
kehidupan manusia.(2007 ,cs szadl).

Khususnya di zaman ini, setelah adanya revolusi industri dan perkembangan
teknologi, kondisi masyarakat telah berubah dan berkembang pesat dalam
berbagai aspek, termasuk dalam masalah zakat yang tentu hal itu sangat
diperlukan para mujtahid baru yang mampu menterjemahkan hukum-hukum Allah
yang ada di dalam Alquran dan Sunnah untuk menjawab tantangan fenomena di
era kontemporer. Salah satu metode yang harus digunakan oleh para mujtahid
dalam mengambil hukum dari nash Alquran dan Sunnah adalah pemahaman lafaz
yang sering disebut dengan istilah dalalah al-alfaz.

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian
ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wilya, 2016) yang berjudul
“Mafhiim Muwafagah dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum”. Penelitian di atas
memberikan gambaran konsep dalalah al-alfaz secara global antara madrasah
mutakallimin dan fuqaha’, sekaligus menjelaskan kesepakatan para ulama
terhadap kehujahan mafhiim muwafagah dan perbedaan mereka terhadap kehujahan
mafhitm mukhalafah. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Rosyada, 2018) yang
berjudul “Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum” yang dipublikasikan oleh
Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Penelitian ini mengkaji tentang dalalah al-alfaz
secara umum dan memberikan edukasi bahwa setiap ahli hukum syariah wajib
mengetahui ilmu tersebut agar tidak salah dalam memahami suatu dalil yang akan
berakibat kepada kesalahan dalam memberikan fatwa. Peneliti juga menemukan
penelitian (Sariyekti, 2022) yang berjudul “Urgensi Usul Fikih dan Persoalan
Kontemporer” yang dipublikasikan oleh Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU)
Temanggung. Penelitian di atas membahas tentang urgensi Ushul Figh termasuk
dalalah al-alfaz dan penerapannya terhadap persoalan nyata yang terjadi saat ini,
yang mana umat islam dihadapkan dengan persoalan yang semakin kompleks dan
beragam. Penelitian di atas juga membahas contoh-contoh permasalahan
kontemporer yang memerlukan jawaban syariat, dan hal tersebut tidak akan dapat
dijawab jika seorang Mujtahid tidak menguasai Usul Fikih.

Perbedaan dengan semua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah
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dalam beberapa penelitian di atas belum ada pembahasan dalalah al-alfadz secara
khusus yang diaplikasikan dengan masalah ekonomi terkhusus masalah zakat.
Persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah kesamaan
mempelajari Usul Fikih dan dalalah al-alfaz secara umum serta contoh penerapannya.
Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas pengaruh dalalah al-alfaz
terhadap perkembangan fatwa ekonomi. Penelitian ini akan membahas konsep
yang sudah ada terkait dalalah al-alfaz serta beberapa contoh aplikasinya terhadap
perkembangan fatwa zakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research),
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan
dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut
dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia,
internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti
dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran pemikiran yang relevan
dengan penelitiannya (Sari & Asmendri, 2018). Penelitian ini diawali dengan
mendefinisikan konsep-konsep secara umum terkait dengan dilalah al-alfaz, fatwa
ekonomi syariah, dan pendekatan Usul Fikih yang relevan. Definisi konsep-konsep
ini membantu dalam membangun dasar pemahaman yang kokoh dan memberikan
landasan teoritis yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini. Selanjutnya,
penelitian ini melibatkan analisis terhadap obyek yang dikaji yaitu kitab-kitab Usul
Fikih. Kitab-kitab ini merupakan sumber utama dalam mempelajari metodologi
dan pendekatan dalam menghasilkan fatwa ekonomi syariah. Analisis dilakukan
dengan mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen yang berkaitan
dengan penggunaan dalalah al-alfaz dalam konteks fatwa ekonomi Syariah. Skema
kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana diagram berikut :

Konsep Dalalah Al-
alfaz
— Kajian Usul Fikih (Dalalah Al
Kajian teoritis alfadz)
dan aplikatif ——————— Komparasi —
Kontemporer

E— Kajian Fikih

Relevansi Konsep Dalalah Al-alfazterhadap fatwa Zakat
kontemporer
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Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian Dilalah atau Dalalah

Secara bahasa kata dalalah atau dilalah adalah bentuk Masdar dalam Bahasa
Arab. Dalalah dalam kamus Mu’jam al Washit berasal dari akar kata “dalla” dan
“yadully”  AY¥>-Ju-Us  yang bermakna al irsyad atau memberikan petunjuk atau
hidayah (2004 ,2al). Ibnu Faris (1979 ,u,4) mengatakan bahwa kata “Jl” memiliki
makna “Ibanatu as syai’ bi amarotin  tata’allamuha” yang berarti tampaknya suatu
perkara dikarenakan terdapat tanda-tanda yang ada disekelilingnya yang anda
ketahui, seperti tampaknya ada api dikarenakan ada asap yang menyelimutinya. Al
Jauhari (1990 . » s»l') mengatakan bahwa dalalah secara bahasa merupakan bentuk
Masdar dari dalla yang bisa dibaca dengan dikasrah huruf dalnya yaitu dilalah atau
dengan difathah huruf lamnya manjadi dalalah, yang memiliki makna al Irsyad atau
yang menunjukkan.Jbnu Mandhur (2010 ,oskw) di dalam kitab Lisanul Arab
menyampaikan makna yang lain dari kata dalalah yaitu “saddada” yang berarti
meluruskan atau membenarkan.

Pengertian dilalah atau dalalah secara istilah ulama Usul Fikih juga tidak jauh
berbeda dengan pengertian dalalah dari segi bahasa.lbnu Najjar (1998 ,_lall)
mengatakan bahwa dalalah adalah “kaunu as syai’ yalzamu min fahmihi fahmu syaiin
akhar” artinya sesuatu yang apabila seseorang memahaminya dengan baik akan
menghantarkannya untuk memahami perkara yang lain. Az Zarkasyi (2005 , 45,
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dalalah al-alfaz adalah “kaunu al-lafdzi
idza utliga fahima minhu al ma’na man kana aliman bi wadhihi lahu” yang artinya suatu
lafaz yang jika disampaikan secara mutlak maka orang yang mendengarkan lafaz
tersebut dan mengetahui asal kronologi lafaz tersebut digunakan akan langsung
memahami makna yang yang dikehendaki dari lafaz yang disampaikan tersebut.
Al Asbahani (2004 ,~»=Y) memberikan definisi dalalah “ibarotun a’n kaunihi idza
sumia au tukhuyyila lahadzat an nafsu ma’nahu” suatu lafaz yang apabila didengar
atau dikhayalkan akan tergambar pada benak atau pikiran pendengarnya akan
makna yang dikehendaki dari lafaz tersebut.

Dilalah, atau dalalah dalam istilah juga diartikan sebagai sebuah perkara atau
alat petunjuk serta proses yang mana dengan proses tersebut dapat menunjukkan
suatu ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu (2004 ,2x). Kalimat dukhan atau asap
merupakan dalil yang menunjukan adanya api. Sedangkan api yang ditunjukkan
oleh asap disebut dengan madlul. Seseorang yang ingin mengetahui suatu perkara
tidak selalu harus mengamati perkara itu secara langsung, namun bisa memakai
berbagai petunjuk yang ada. Cara berpikir dengan menggunakan dalil atau
petunjuk disebut sebagai Dilalah. Pada saat seseorang ini membuat sebuah
observasi, tentu dia memerlukan alat dan petunjuk serta metodologi untuk dapat
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mengetahui objek yang sedang diteliti secara utuh. Alat atau petunjuk yang
digunakan disebut dengan daal atau dalil, sedangkan proses atau metodologi
penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang hendak dicari disebut dengan
dalalah. Adapun hasil observasinya yang merupakan natijah atau hasil dari
penelitian tersebut disebut dengan madlul (Sya’ban, 1965). Abu Zuhrah (2007 ,5»))
juga menyampaikan bahwa dalalah atau dilalah adalah cara menginterpretasikan
sebagian dari lafaz-lafaz Alquran maupun Sunnah dalam rangka menggali hukum
dari lafaz-lafaz tersebut untuk terus dikembangkan dengan berbagai konsep yang
ada.

Metode ini sangat baik untuk menjadikan lafaz-lafaz Alquran dan Sunnah
terus hidup dan berkembang maknanya seiring berkembangnya zaman. Dalalah
suatu lafaz tidak hanya dapat dipahami dari ibarat atau teks dan huruf yang
terdapat dalam lafaz tersebut, namun juga bisa dipahami dari makna yang
tersimpang yang disebut dengan igtidha” atau makna yang tersirat dari sebuah lafaz
yang disebut dengan isyarah. Bahkan terkadang dapat diperoleh makna yang tidak
tertera sama sekali dalam huruf lafaz yang diucapkan namun dapat dipahami dari
pemahaman teks atau sering disebut dengan istilah mafhiim (Djalaluddin, 2016).

2. Pembagian Dilalah

Madrasah atau aliran Mutakallimin membagi dilalah menjadi dua pokok
besar, yaitu: dilalah mantiq dan dilalah mafhiim. Madrasah Mutakallimin membagi
dalalah mantiiq menjadi dua, yaitu mantiig sharih dan ghairu sharih. Mereka juga
membagi Mafhiim menjadi dua, yaitu muwafagah dan mukhalafah. Sedangkan aliran
fugaha” membagi dalalah menjadi ibarah al nash, dalalah al nash, isyarah al nash dan
iqtidha al nash (1982 ,0a). Namun agar lebih fokus, penelitian ini hanya akan
membahas pembagian dilalah perspektif aliran Mutakallimin.

a. Dilalah Mantigq

Mantiiq secara bahasa berasal dari kata dalam Bahasa Arab “3k” yang
maknanya berkata atau mengucapkan suatu perkataan. Sedangkan isim maf'ul
dari @k adalah "@skie” yang berarti perkataan yang diucapkan. Ibnu
Mandzur mengatakan bahwa ki dari asal katanya berarti o5 atau berbicara.
Sedangkan perkataan atau ucapan yang dibicarakan disebut dengan Mantiiq
(2010 ,,sk). Ketika ada orang Arab mengatakan “tanathaqa al rajulani” artinya
ada dua orang laki-laki yang saling berkata atau berbincang-bincang.

Adapun Manttiq menurut istilah ulama Usul Fikih memiliki beberapa
definisi yang saling menguatkan. Al Amidi (2003 ,sY') mengatakan bahwa
Manttiq adalah: @hill Joe § lakad Lalll dYs (10 048 L yang artinya makna yang
dipahami dari petunjuk lafaz secara pasti dari tempat keluarnya lafaz tersebut
(dari huruf yang ada pada lafaz tersebut). Zakaria al Anshari (2017 ,s_Jbai¥) L S )
mendefinisikan mafhiim dengan @kl J=s § 12all dde Js L yang artinya makna

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah | 108



Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 Oktober 2023

yang ditunjukan oleh lafaz dari tempat keluarnya lafaz tersebut, dengan kata
lain, makna yang ditunjukan oleh lafaz secara tersurat dari huruf-huruf tekss
yang tertera pada lafaz tersebut. Jika dibandingkan dengan mafhiim maka
mantiq lebih kuat dan diutamakan daripada mafhim. Hal itu dikarenakan
mantiiq pemahaman makna langsung diperoleh dari makna yang tersurat
sedangkan mafhiim dari makna yang tersirat dan tidak tertera pada lafaz yang
diucapkan (2005 ,8S)3). Al-Qatthan (2018 ,otadll) juga memberikan
keterangan yang sama bahwa mantiiq merupakan makna yang ditunjukan
secara tersurat dari huruf-huruf lafaz yang terucap maupun tertulis, baik
makna tersebut tertera secara tegas maupun isyarat. Contoh penerapan makna
yang dipahami dari mantiq yang terdapat dalam surat Al-An’am ayat 145
tentang sesuatu yang halal dan haram untuk dikonsumsi:

z .

5 & u°‘u/\‘>!\w(._c&&_c/” L?’"dj_,\yd\;%)
(6:145/p31) 44 A5 sl e 5 2l 5;;;%65;5/\ Late

Katakanlah, “Tidak saya dapati di dalam apa saja yang telah diwahyukan kepada
saya, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang mengkonsumsinya, kecuali
daging bangkai (hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat), darah yang
mengalir, daging babi-hal itu disebabkan karena kotor- atau hewan yang disembelih
untuk selain Allah (berhala dan lain sebagainya). (QS. Al An’am: 145)

a3

Makna yang dipahami dari mantiiq ayat di atas adalah adalah bahwa
setiap bangkai, darah yang mengalir, daging babi maupun hewan yang
disembelih untuk selain Allah hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi.
Makna di atas dipahami dari kandungan kata atau tekss yang terdapat dalam
ayat tersebut. Ulama aliran Mutakallimin membagi mantiig menjadi dua bagian,
yaitu Mantiq sharih dan mantiiq ghairu sharih. , Adapun definisi Mantiiq sharih
menurut. Musthofa Khan adalah:

Sebuah makna yang ditunjukkan oleh lafaz, yang mana lafaz tersebut
sejak awal penggunaannya memang digunakan untuk menunjukan makna
tersebut. Lafaz tersebut menunjukkan makna dengan dilalah muthobagah atau
tadhammun (1982 ,0al). Sebagai contoh ketika muncul lafaz al Insan maka
yang dipahami dalam benak pendengarnya adalah hayawan al nathig atau salah
satu rumpun dari makhluk hidup yang dapat berbicara (muthabagah) atau yang
terbesit di dalam benak adalah bahwa al Insan adalah salah satu jenis makhluk
hidup atau sesuatu yang dapat diajak berbicara.Sebagaimana dalam firman
Allah Ta’ala:
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(2:275/5,201 ) %@J}\ 553 CMJ\ W Asy

Dan Tuhan yaitu Allah telah memperbolehkan system jual beli dan
mengharamkan praktek riba (QS. Al Baqarah: 275)

Ayat di atas secara mantiiq sharih menunjukkan makna tentang halalnya
sistem atau praktek jual beli dan dilarangnya atau diharamkannya segala
bentuk praktek riba (1982 ,0Al). Sedangkan mantiig ghairu sharih definisinya
menurut Al Jizani (2006 . ) adalah:

AV AN o Lo sy el 8 Bl

Menunjukkannya sebuah lafaz terhadap makna dengan metode Iltizam. Lafaz
tersebut tidak menunnjukkan makna tertentu secara aslinya namun lazimnya
menunjukan makna tersebut. Sebagaimana ketika disebutkan kata “al insan”
yang berarti manusia, kemudian muncul dibenak pendengarnya “al hayawan al
katib” salah satu rumpun makhluk hidup yang mampu menulis. Walaupun
makna ini bukan makna asli dari manusia namun secara iltizam atau tidak
langsung manusia memiliki potensi untuk bisa menulis yang hal ini dapat
membedakannya dengan jenis makhluk hidup lainnya seperti hewan melata.
Adapun madlul alaih atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz dengan metode
dilalah iltizam adakalanya memang makna tersebut yang dikehendaki oleh
pembicara atau mutakallim ketika menyampaikan lafaz tersebut, dan
adalakalanya mutakallim tidak menghendaki makna tersebut ketika
menyampaikan sebuah lafaz namun lafaz yang disampaikan mengandung
makna yang lain, atau faedah lain walaupun tidak dikehendaki secara
langsung dalam pengucapannya. Makna yang dikehendaki dari lafaz,
terkadang memerlukan sesuatu yang disimpan dan terkadang tidak. Oleh
karenanya mantiiq ghoiru sharih dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

1) Dilalah igtidla’
Musthafa Khan mendefinisikan dilalah igtidla” sebagai berikut:

o oIS Guo ade iy WISl Tosie 055 L e Lalll al¥s
leys o Slie wmns
Teks yang menuntut kalimat lain yang disimpan, tanpa kalimat lain

tersebut maka maksud dari teks tidak akan dapat dipahami (1982 ,0AY). Misal dari
konsep di atas dalam surat al Maidah ayat 3 yang berbunyi:

2 °
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2)

e wh g 55w e 8T G del dgsal Esdsads
(5:3/5.6W1 ) § ol

“Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan
apa saja yang disembelih untuk persembahan selain Allah, hewan yang tercekik,
yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk oleh hewan lain, dan yang diterkam
oleh hewan buas, kecuali yang kalian mampu atau sempat menyembelihnya.(QS.
Al-Maidah:3)

Ayat di atas secara tekstual mejelaskan bahwa bangkai, darah, dan
seterusnya adalah haram. Para ulama mengatakan bahwa yang
diharamkan dalam ayat di atas bukan menyentuhnya atau melihatnya
namun yang diharamkan adalah memakannya. Jadi setelah kata “hurrimat”
yang berarti telah diharamkan terdapat makna lafaz yang tidak
dimuculkan yaitu “al-aklu”. Hal ini bisa dipahami dari syiag atau bentuk
susunan kalimat yang ada secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami
bahwa yang diharamkan adalah memakannya bukan yang lain. Ulama’
berpendapat demikian karena tanpa mentaqdirkan makna dari kata “al-
aklu” maka pemahaman ayat tersebut menjadi tidak tepat (1982 ,0al)).

Dilalah Ima’

Musthafa Khan mendefinisikan dilalah ima’ sebagai berikut:
Dssie 8 il O ¢ el opls of g8 SO o Cavogr oS 01530
G e b Ol ads Sy el ane ogid ¢ placans Y,

Sebuah tekss yang mengandung ketentuan hukum dan dibarengi dengan
penyebutan suatu sifat tertentu, yang seandainya sifat tersebut bukan menjadi
illat atau sebab terjadi ketentuan hukum dalam tekss tersebut, maka penyebutan
sifat yang dibarengkan dengan hukum dalam tekss tersebut menjadi tidak ada
faedahnya..Sebagai contoh dalam figh Muamalah pada bab Ihyaul Mawat
(menhidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak bertuan (1982 ,cal)
sebagaimana contoh yang terdapat dalam sebuah tekss hadis Nabi <l e

vy adle
(“'S (8 M L‘")T L u")
Artinya: “Barangsiapa menghidupkan atau memakmurkan tanah mati
(yang tidak ada pemiliknya) maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan ketentuan hukum kepemilikan terhadap
seseorang dengan sebab memakmurkan tanah yang mati. Seandainya
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3)

menghidupkan atau memakmurkan suatu tanah tidak menjadi sebab
terhadap adanya kepemilikan tanah maka sudah tentu penyebutan kata
memakmurkan menjadi tidak berfaedah.

Dilalah Isyarah

Musthafa Khan memberikan definisi terhadap dilalah isyarah sebagai
berikut:

M;}.\Abﬁ.&rj})&w\iw;@

Dilalah isyarah adalah menunjukannya suatu lafaz terhadap lazim
atau implikasi dari sebuah hukum yang tidak dimaksud oleh mutakallim
atau pembicara. Hukum diambil dari isyarat yang terdapat pada lafaz
yang disampaikan. Sebagai contoh permisalan dalam firman Allah Taa’la
tentang harta Fa'i (harta yang diberikan dari orang kafir kepada pemimpin
ummat Islam dengan tanpa adanya peperangan):

s A sty J3s ol ) 81 5 325 e i BTG
(59;7/;3-\ ) o@i& 9L&~ys @;rij}; Qj’g) N :;y;: | 935 /’i/i' /5\3

“Harta apa saja yang diambil dari orang kafir (fai-i) yang oleh Allah
diberikan kepada Rasul-Nya (dari harta) yang berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kerabat Rasul, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal diperjalanan.
Hal tersebut agar harta benda tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja
dari kalian” (QS. Al Hasyr:7)

Selanjutnya Allah menjelaskan tentang kaum Mubhajirin (orang-
orang yang berhijrah dari Makkah al Mukarramah menuju Madinah al
Munawwarah) yang faqir dengan firmanNya:

Bl 57 Sab O5E A ans Ge 82T ) il TR B
(59:8/ 241 & S35l b Al il @) 03253 By

“(Harta fai-i’) itu juga untuk orang-orang fakir yang mereka berhijrah
karena terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan rumah dan harta
benda mereka semata-mata demi mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya
dan demi menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang
yang benar (QS. Al Hasyr: 8)

Dua ayat di atas secara mantiiq sharih menjelaskan tentang
pembagian harta rampasan dan orang — orang miskin dari kalangan
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Mubhajirin juga berhak mendapatkan bagian. Namun secara Isyarat, ayat
di atas juga menjelaskan bahwa kepemilikan kaum Muhajirin terhadap
harta benda mereka di Makkah yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir
telah hilang, sehingga mereka disebut oleh Allah sebagai orang fakir.
Secara definisi fikih yang disebut fakir adalah orang yang tidak memiliki
pekerjaan yang layak maupun harta yang dapat mencukupi keperluannya,
bukan orang yang memiliki harta benda namun letaknya jauh dari tempat
tinggalnya. Ketika Allah menyebutkan sebuah sifat dengan kata “fakir”
untuk orang-orang Muhajirin secara isyarat menunjukan bahwa
kepemilikan kaum Muhajirin terhadap rumah dan harta benda mereka di
Makkah telah hilang sehingga mereka disebut dengan fakir dan berhak
mendapatkan harta fai’. Dilalatul Isyarah dari ayat ini menunjukkan bahwa
kepemilikan kaum Mubhajirin terhadap harta mereka di Makkah al
Mukkaramah sudah hilang (1982 ,cA1).

b. Dilalah Mafhiim

Kata mafhiim secara bahasa sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Mandzur
(2010 ,_skie) adalah isim maf'ul dari fi'il fahima-yafhamu.yang memiliki arti al-
ma’qul atau al-ma’lum (perkara yang logis dan dapat dipahami atau diketahui).
Mafhim juga memiliki makna “ma'ifatuka asy syai'a bil qolbi” artinya
pengetahuan terhadap sesuatu yang masih tersimpan di dalam hati atau belum
diutarakan dengan lisan (2010 ,_sbis). Syeikh Zakaria al Anshari memberikan
definisi mafhiim sebagai berikut:

Sl 2 3 Ll ale Js L s pggdll

Mafhiim adalah makna atau hukum yang diperoleh dari sebuah lafaz namun
bukan diambil dari lafaz yang dikatakan atau yang tersurat melainkan dari pemahaman
atau makna yang tersirat dari lafaz tersebut. Artinya makna yang dihasilkan bukan
dari kalimat atau lafaz yang diucapkan melainkan dari pemahaman terhadap
lafaz tersebut (2009 ,_ \bal)). Al Amidi salah seorang ulama Usul Fikih yang
wafat pada tahun 631 hijriyah memberikan definisi terhadap mafhiim sebagai
berikut:

sl ke 3 Ll e 0 L

“Suatu makna yang dipahami dari sebuah lafaz di tempat pengucapannya
(artinya lafaz yang dipahami dari kata-kata yang terdapat di dalam tekss walaupun
makna tersebut tidak tertera di dalam teks)”.

Beberapa definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa Mafhtim
adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz namun makna tersebut tidak
tersurat di dalam lafaznya sekiranya hukum yang diambil dihasilkan dari
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pemahaman terhadap sebuah lafaz yang disampaikan. Permisalan dari
Mafhiim adalah ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa jika
dia mendapatkan nilai delapan maka akan mendapatkan hadiah motor. Makna
yang dipahami dari ucapan ayah tersebut adalah apabila anaknya delapan
maka akan mendapatkan hadiah motor, makna seperti ini disebut dengan
Mantiiq karena diambil langsung dari kalimat yang diucapkan. Makna yang
kedua menunjukkan bahwa jika anak tersebut nilainya lebih dari delapan
(sembilan atau sepuluh) maka tentu akan mendapatkan hadiah motor juga.
Makna seperti ini disebut dengan Mafhiim muwafagah. Makna yang ketiga, jika
anak tersebut mendapatkan nilai dibawah delapan (tujuh kebawah) sudah
barang tentu dia tidak berhak mendapatkan hadiah motor. Makna seperti di
atas disebut dengan istilah mafhiim mukhalafah.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa dilalah mafhiim
perspektif aliran Mutakallimin dibagi menjadi dua: yaitu Mafhiim muwafaqah
dan mafhiim mukhlafah. Pertama, mafhim muwafagah yaitu makna yang
hukumnya sesuai dengan makna mantiig. Atau juga berarti makna yang tidak
terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Al Amidi (2003 ,<Y!)
mendefinisikan Mafhiim muwafaqah sebagai berikut:

gl s 3 Al Gilge S P 3 Lalll Jolis 05 L

“Adanya suatu makna atau hukum yang ditunjukkan oleh lafaz secara Mafhiim
selaras dengan makna yang diperoleh atau ditunjukkan dari kalimat yang dilafazkan
atau mantuqg”

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa apabila hukum yang
diperoleh dari mafhiim sama atau serupa dengan hukum yang diperoleh dari
Mantiiqg maka makna atau hukum tersebut disebut dengan Mafhiim muwafagah.
Kemudian mafhiim muwafagah perspektif aliran Mutakallimin dibagi menjadi
dua lagi, yaitu fahwa al-khithab dan lahnu al-khithab.

Al Amidi (2003 ,sxY¥') menjelaskan perbedaan antara fahwa al-khithab
dengan lahnu al-khithab dengan perkataannya, "fain wafaqa hukmuhu al Mantiiq
fa muawafaqah fahwa al khithab in kana awla wa lahnuhu in kana musawiya” artinya
jika makna yang dipahami dari Mafhim muwafaqah lebih kuat dibandingkan
makna yang diperoleh dari Mantiiq maka disebut dengan istilah fahwa al-
khithab. Namun jika makna yang diambil dari Mafhiim setara atau tidak lebih
kuat dari makna atau hukum yang diperoleh dari Mantiiq maka disebut
dengan istilah lahna al-khithab. Al Qarafi (1973 .4 4) juga mendefinisikan
fahwa al-khitab dengan perkataannya,”Itsbatu hukmi al Manttq bih lil maskut
a’nhu bi thariqil aula” artinya menetapkan hukum dari lafaz yang diucapkan
kepada makna yang dipahami dengan lebih kuat. Artinya hukum yang diambil
dari mafhiim lebih kuat dibandingkan yang diambil dari mantiig. Contoh teori
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di atas dalam figh Muamalah terdapat pada syarat amanah bagi orang yang
dititipi suatu benda dan tidak semua orang memiliki sifat tersebut. Ditegaskan
dalam surat Ali Imran ayat 75:

£ °
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“Dan di antara Ahli Kitab ada sekelompok orang yang jika engkau percayakan
kepadanya ginthar atau harta yang banyak pasti akan mengembalikannya kepadamu,
akan tetapi ada di antara mereka sekelompok manusia yang apabila engkau percayakan
kepadanya satu dinar (saja) dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali
apabila engkau selalu menagihnya” (QS. Ali Imran:75)

Mantuq dari bagian pertama ayat tersebut menjelaskan bahwa ada
sekelompok Ahli Kitab yang memiliki sifat Amanah, sehingga jika diberi
Amanah harta yang banyak dia akan mengembalikannya. Hal itu secara
mafhiim muwafaqoh menunjukkan bahwa jika dia diberi Amanah harta yang
sedikit juga pasti akan dia kembalikan kepada pemiliknya karena orang yang
diberi amanah harta yang banyak saja tidak berkhianat, tentu jika diberi
amanah harta sedikit akan lebih tidak berkhianat terhadap amanah yang telah
diberikan (1982 ,uall). Sedangkan mantuq dari bagian ayat yang kedua
menunjukkan bahwa ada sebagian dari ahli kitab yang seandainya diberi
amanah harta yang sedikit saja akan dia khianati (tidak akan memberikan
kepada pemiliknya), Mafhiimnya jika diberi harta yang lebih banyak tentu akan
lebih tidak amanah (Wilya, 2016).

Bagian kedua dari Mafhiim muwafagah disebut dengan istilah lahnu al-
khithab. Lahnu al-khithab sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Amidi (Y
2003) adalah apabila makna yang diperoleh dari Mafhiim setara atau tidak lebih
kuat dari makna Mantiiq atau yang diperoleh dari lafaznya secara langsung.
Sebagai contoh ayat yang membahas perihal memakan harta anak yatim:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara
dzalim, sejatinya mereka sedang memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perut
mereka” (QS. Al-Nisa”:10)

Makna yang diambil dari mantiq atau tekstual dari ayat di atas
menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim, mufhum muwafaqah
dari ayat di atas menunjukkan terhadap haramnya membakar atau membuang
harta anak yatim. Antara membakar dan memakan harta anak yatim ada
kesamaan sebab atau illat hukum yaitu al-itlaf atau merusak harta anak yatim
(2009 , )=l Mafhum muwafaqah dalam ayat di atas disebut dengan istilah lahnu
al-khithab karena antara manttiq dan mafhtim memiliki bobot yang setara
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dalam keharamannya (al-Qatthan, 2006). Bagian kedua dari mafhim disebut
dengan istilah mafhiim mukhalafah. Al Amidi memberikan definisi mafhiim
mukhalafah sebagai berikut (2003 ,s2<Y)):

abdl e 3 ddul W o Kl e 3 Lalll Jdus 05 L

Mafhiom mukhalafah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz melalui
pemahaman terhadap teks (mafhiim) menyelisihi atau berbeda dengan makna atau
hukum yang diambil dari lafaznya secara langsung (Mantiq) atau sering disebut
dengan makna kebalikan.

Sedangkan Imam Al Ghazali (2008 ' )+)l) memberikan definisi terhadap
mafhiim mukhalafah dengan perkataannya:

olds Los VQ.\ H e S e anasn SVl sl

Makna mafhiim mukhalafah adalah mengambil hukum dari suatu dalil dengan
cara membatasi atau mentakhsis sesuatu dengan sifat yang beriringan dengan
penyebutan hukum untuk meniadakan dari semua perkara yang tidak masuk dalam
sifat tersebut.

Atabik juga memberikan kesimpulan bahwa hukum atau makna yang
tersirat (tidak terucapkan) yang diambil dari pemahaman lafaz berbeda atau
bermakna kebalikan dengan makna yang diambil dari Manttignya disebut
dengan mafhiim mukhalafah (Atabik, 2015). Sedangkan Khalaf menjelaskan
bahwa jika terdapat nash yang menunjukkan pada suatu hukum yang
dibarengi dengan penyebutan batasan atau gayyid berupa sifat, atau tujuan
yang sering disebut ghayah atau bilangan (adad) maka makna atau hukum yang
menyelisihi dari batasan-batasan di atas disebut dengan mafhiim mukhalafah
(Khalaf, 1978). Abu Zuhrah (2007 ;,2)) menyampaikan bahwa mafhim
mukhalafah adalah penetapan hukum yang merupakan kebalikan dari mantiig.
Sebagai contoh dalam firman Allah Ta’ala:

(-3 5[50 ) gy A A sl Gy b g g ) Sl Eag g

“Diharamkan ke atas kalian (mengkonsumsi) bangkai, darah, daging babi, dan
hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah” (QS. Al-Maidah:3)

Mantig dari kata”dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah”
dalam ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hewan yang disembelih untuk
dipersembahkan kepada selain Allah (seperti dipersembahkan untuk berhala,
laut, bumi, dan lain sebagainya) hukumnya adalah haram dimakan. Mafhiim
mukhalafah dari ayat di atas menunjukkan bahwa semua hewan yang
disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah hukumnya halal dimakan.
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Dari sini dapat dipahami bahwa mafhiim mukhalafah adalah makna kebalikan
dari mantiig, yaitu apabila suatu hukum datang disertai goyyid atau batasan
tertentu maka ketika batasan tersebut hilang maka hukum Manttiq menjadi
hilang atau tidak digunakan (Atabik, 2015).

3. Aplikasi Dilalah al-alfadz Terhadap Fatwa Zakat Kontemporer

Beberapa perbedaan para ulama dalam masalah fikih zakat kontemporer,
yang diantara sebab munculnya dipengaruhi oleh pemahaman dalalah al-alfaz
sebagai berikut:

a. Penggunaan Zakat Mal Untuk Kepentingan Masjid, Madrasah, dan Pondok
Pesantren

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta,
pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum
menyalurkan harta zakat kepada masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau
yayasan sosial-keagamaan dan lain-lain. Dalam musyawarah, dirumuskan
ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, menukil pendapat
dasar dari imam madzhab yang empat (Syafi’'l, Maliki, Hanafi, dan Hambali)
sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman
106 bahwa tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk lembaga social,
membangun masjid dan lain sebagainya. Kedua, menukil pendapat yang
menyatakan boleh menyalurkan zakat di sektor sosial yang ”positif” seperti
membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya
sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya
Qurratul "Ain hlm 73, yang menyatakan: "Praktik-praktik zaman sekarang
banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana
pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada
sektor di jalan Allah, seperti pembangunan rnasjid, madrasah dan lain-lainnya.”

Beberapa kaedah Dalalah al-alfaz yang mempengaruhi perbedaan
pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manthiiq Sharih dan Mafhiim al Mukhalafah
Firman Allah Ta’ala:

S a5 s iy ke Lol sl Tl Sdiz G p
%:’g’;‘l‘w}www}ﬂmd\dbmw%wﬂb
(60-60 :9/x,53)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibu juk hatinya,
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untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhuta ng, untuk jalan
Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Men- getahui lagi Maha
Bijaksana: (QS. at-Taubah ayat 60).

Kata "innama” dalam ayat di atas [il hasyr yaitu berfungsi
membatasi dan menetapkan bahwa zakat tersebut hanya untuk orang-
orang yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangakan huruf “lam” di
dalam ayat di atas berfungsi untuk “tamlik” yang berarti memberikan
kepemilikan atau harus ada unsur pengalihan kepemilikan. Sehingga
yang berhak menerima zakat hanyalah orang Islam dan merdeka,
bahkan budak yang berhak menerima hanya budak mukattab yang
memiliki sebagian dirinya.

Makna “tamlik” memberikan kepemilikan kepada yang bisa
memiliki terus berlaku pada semua asnaf yang disebutkan di dalam ayat,
dikarenakan masing-masing asnaf pada ayat tersebut selalu tersambung
dengan yang lain melalui perantara huruf “athaf” yaitu “wawu”. Oleh
karenanya masjid, mushala, dan madrasah bukan termasuk asnaf atau
golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan yang termasuk
bagian asnaf harus manusia yang bisa menerima kepemilikan. Manthiiq
dari ayat di atas menunjukkan bahwa yang yang berhak menerima zakat
adalah delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat di atas. Mafhiim
mukhalafah dari ayat di atas menunjukkan bahwa selain delapan
golongan yang disebutkan di dalam ayat di atas seperti masjid dan yang
semisalnya tidak berhak menerima zakat. Asnaf atau delapan golongan
yang berhak menerima zakat harus orang muslim yang bisa menerima
kepemilikan yaitu merdeka bukan budak, terlebih benda mati seperti
mushala dan semisalnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab
Bughyah al-Mustarsyidin:

Y Lo o2 Y 3] Lallas B o Tt o) oy ¥ 2 (W)
sor o e wld ol L CRo IS ey s A
Bos OY ¢ () 1B als 3 e ) ade el LS sl

S YL B Al o) e

“(Topik Permasalahan): Masjid tidak berhak mendapatkan sedikitpun bagian
dari zakat secara mutlak, hal ini dikarenakan tidak boleh mentasarufkan harta
zakat kecuali kepada orang muslim yang merdeka. Dan zakat berbeda dengan
wasiat, seandainya ada seseorang berwasiat untuk memberikan hartanya
kepada masjid maka hal itu diperbolehkan sebagaimana wakaf, namun dalam
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2)

masalah zakat tidak diperbolehkan untuk masjid”. (2017 ,sslely)

Bahkan mayoritas ulama empat madzhab tidak memperbolehkan
memberikan bagian zakat kepada masjid, mushala, dan lain sebagainya,
sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab “Mizan al-Kubra”:

o5 ST 3 i (W B ) B2 Y AT L BN AT 68
“Para ulama empat mazhab sepakat, bahwa tidak diperbolehkan membayarkan
zakat untuk keperluan membangun masjid atau mengkafani jenazah” .( & =5

2018).
Dalalah igtidla’
Dalalah igtidla’ adalah:

of OIS B ade atsng ISl Tasnie 055 Lo e Loalll 215

Teks yang menuntut kalimat lain yang disimpan, tanpa kalimat lain
tersebut maka maksud dari teks tidak akan dapat dipahami (1982 ,0a).
Contohnya dalam surat al Maidah ayat 3:

Gl o &0 G el U 3 s fl A Sl st

o b b S 1) g 8T g Al sl S53dial
(3—3 5/8.«\.{&\ ) (% f;}:,_é éié; é‘g‘;g\f \o; . Srs % :)/‘3 i P 5‘

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging)
hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk
berhala” . (Al-Ma’idah/5:3).

Para ulama menjelaskan bahwa ayat di atas menyimpan atau
mengira-ngirakan kata “aklu” setelah lafaz hurrimat, yang berarti
“memakan”. Ulama berpendapat demikian karena tanpa
memperkirakan kata “aklu” maka ayat tersebut tidak dapat di pahami
dengan benar. Kaitan dalalah al-igtidha” dengan masalah zakat untuk
masjid, mushala, dan madrasah, sebagian ulama menjelaskan bahwa
dalam kata f sabilillah dalam surat at Taubah ayat 60 terdapat lafaz yang
disimpan yaitu “al-Miishil ila mardhatih” (jalan yang menyampaikan
kepada ridha Allah), sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Maraghi di
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dalam tafsirnya:

anging 6lzpe (] ok gl gn A fowy & A foo 8y B

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya.

Pemahaman di atas membuka celah untuk memasukkan semua
perkara yang baik yang akan menjadi sebab ridhanya Allah berhak
menerima zakat. Kata “fi sabilillah” menurut sebagian ulama membuang
kalimat yang kedudukannya sebagai “mudhaf’ sebagaimana yang
dijelaskan oleh syaikh Abu Hayyan (1993 ,0~) di dalam kitab tafsir al-
bahru al-mukhith sebagai berikut:

AL 4 ooy 5wl OB ¢ andliy ) ol maly ¢ gyl o ford
g ¢ odaiy L 1] OLdY) Joshl 3 Il acid ciygsally dnl) 4z
s ¢ Il L g ) Je & by ¢ glall pla Y Blan s
Cad w3y ST Slo ) 8aad G JUi) 139 L Y g2 OB
o 05 OF Jexty ¢ &l s 3pmi 31 i) ¢ Clas Bl e gay
G as ¢ ) Lows 3025 3 JLil lsally ¢ b &S renad) O

Juall (3 LM gan

Kata al-sabil memiliki makna al-thariq atau jalan. Kata “al-sabil” merupakan
majaz isti arah atau kata yang dipinjam untuk menyebutkan makna kiasan dari
agama dan syariat Allah Ta'ala, dikarenakan siapa saja yang mengikuti agama
dan syariat Allah maka sesungguhnya dia telah menapaki jalan yang benar
yang akan menyampaikan orang yang menapakinya kepada tujuan yang
dikehendaki, baik tujuan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karenanya agama
dan syariat diserupakan dengan jalan yang akan menyampaikan manusia yang
melaluinya ke tempat yang dituju. Kemudian kata “sabilillah” membuang
mudhaf atau kalimat lain sebelum lafaz jalalah “Allah Ta’ala” yang bila
ditampakkan maka kalimatnya menjadi “al-sabil fi nusrati dinillah” artinya
jalan yang di dalamnya seseorang menolong agama Allah Ta'ala.

Imam Qaffal juga menukil pendapat sebagian ulama’ ahli fikih
tentang kebolehan mentasarufkan zakat kepada masjid, sebagaimana
tertera di dalam kitab Marakh Labid sebagai berikut:

oy poi J) lall o gl (£ clgidll Jan e JU Ly
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Imam Al-Qaffal menukil pendapat sebagian ulama’ ahli fikih, bahwa mereka
memperbolehkan mentasarufkan zakat kepada semua jalan kebaikan, seperti
mengkafani mayyit, membangun benteng pertahanan, merenovasi masjid
karena lafaz “fi sabilillah” mencakup semua hal tersebut (1996 ).

Bahkan sebagian ulama menguatkan pendapat yang berlawanan
dengan mayoritas ahli fikih, karena melihat suatu dan kondisi
masyarakat saat ini yang telah berbeda dari kondisi masyarakat di
zaman dahulu, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Qurrah al-A’in:

Sungquh praktek sekarang ini dengan qaul muqabil Jumhur, yang menjadi
pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih perihal
pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari zakat wajib orang-orang
kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga
keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan.(2011 s V).

b. Fatwa Tentang Zakat Profesi.

Salah satu objek zakat yang masih terus hangat didiskusikan sampai
hari ini adalah zakat profesi. Kewajiban zakat profesi telah ditetapkan
dalam fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2003. Hal ini merupakan suatu
terobosan untuk kemaslahatan ummat, yang sebelumnya pembahasan figh
dalam masalah zakat hanya terbatas pada nagdain (emas, perak), al mawasyi
(binatang ternak), al madin (barang tambang), az zuru’ (tanaman/buah-
buahan), ar rikaz (barang timbunan di masa jahiliah) dan at tijarah (harta
perniagaan)(Aholikah, 2015). Diantara pendapat yang dijadikan
pertimbangan dalam fatwa tersebut adalah pendapat al Qordhawi di dalam
kitabnya Fighuz Zakah. Para ulama ada menyepakati pendapat tentang
wajibnya zakat profesi tersebut dan adapula yang tidak sepakat.

1) Definisi zakat profesi. Zakat profesi atau yang diistilahkan oleh ulama
dengan 8>l (el 88), adalah zakat yang dibebankan terhadap
penghasilan seseorang secara bebas, jika mencapai nishob (85 gram
emas setahun), yang dikeluarkan setiap kali mereka menerima, atau
ditunda hingga akhir tahun.

2) Sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Ada
sejumlah sebab yang menjadikan zakat profesi menjadi kontroversi :

a) Tidak ada nash yang shorih (jelas) mewajibkan zakat profesi.

b) Tidak dikenalnya profesi sebagai mata pencaharian yang
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menghasilkan income yang besar di masa Nabi, karena mayoritas
pekerja adalah hamba sahaya. Profesi yang dikenal masa itu adalah
petani (anshor) dan pedagang (muhajirin). Sementara saat ini, justru
kalangan professional memiliki penghasilan melebihi petani,
bahkan pengusaha.

c) Terjadi perbedaan tentang bolehnya menggunakan gqiyas untuk
masalah zakat.

d) Apakah zakat selalu disyaratkan haul (menunggu akhir tahun)?

3) Beberapa kaedah dalalah al-alfaz yang mempengaruhi perbedaan
pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Manthiiq Sharih (dalam istilah aliran Mutakallimin) atau Ibarotun
Nash (dalam istilah aliran Fuqaha’). Al Amidi mengatakan bahwa
yang dimaksud dengan Manthiiq adalah:

M\&QWM\HY;U»&;L»

"Makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara gath’i terhadap dalam
pembicaraan”

Beberapa dalil yang digunakan oleh Syeikh Yusuf al
Qordhowi tentang kewajiban zakat profesi, diantaranya ayat 267
dari surat al Baqarah:

S0 B Ty keSS U b b s '\\}M\Ju\qjﬂ%

54 1Paadd 5TV s dsb ey O3hat i cdy 19425 Y5 25Y)

(267-267 23,201 ) & Jox i o 3alsis

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
(QS. Al-Baqarah : 267)

Lafaz “anfigu” dalam ayat di atas menunjukkan makna
wajibnya berinfak (zakat), karena kata “anfiqu” merupakan kata
perintah (fiil amar) dan sesuai kaedah usul figh “al aslu fi al amri lil
wujub” pada asalnya kata perintah itu menunjukkan kewajiban
terhadap hal yang diperintahkan. Manthiiq Sharih dari lataz “anfiqu
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min thoyyibati ma kasabtum” menunjukkan kepada hukum wajibnya
menginfakkan sebagian perolehan dari segala usaha maupun
profesi yang dijalani, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Al
Qardawi bahwa lafaz “ma kasabtum” dalam ayat di atas yang
berarti mencakup segala macam usaha, perniagaan, atau profesi
yang lainnya (Aholikah, 2015). Dalil berikutnya yang beliau
gunakan adalah hadis:

o s 57 Jon loghe aie H oy 5231 use U 0
1B «@hany ks miid ady Jomy 1JU Sag 4 O] U ENI¢

10 )T 16 «Codlll 13 Gasdy 16 Sabanny 4 0] )]

£
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Blo B il e hly

Dari Abu Musa Al-Asy’ari -radiyallahu "anhu- secara marfi’, “Setiap
muslim itu berkewajiban untuk bersedekah.” Ia bertanya, “Bagaimana jika
ia tidak punya apa-apa?” Beliau menjawab, “Hendaklah ia bekerja dengan
kedua tangannya, lalu mengambil manfaat untuk dirinya, dan bersedekah”
la bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu?” Beliau menjawab,
“Hendaklah ia membantu orang yang memiliki kebutuhan dan tidak
mampu.” la bertanya, “Bagaimana jika ia juga tidak mampu?” Beliau
menjawab, “Hendaklah ia menyuruh kepada yang ma’ruf atau kebajikan.”
la bertanya, “Bagaimana jika ia tidak melakukannya?” Beliau menjawab,
“Hendaklah ia menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Manthiiqg dari hadi$ di atas ditafsirkan oleh Al Qardawi
bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam
yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas
kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu
Nabi mewajibkan pada setiap Muslim mengorbankan sebagian
harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

b) Mafhiim Muwafaqah

Mafhiom Muwafaqah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al
Juwaini:

alall 3o IS e 0l Lo
"Makna yang dipahami dari kalimat dengan jalan muthabagah
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(kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan.”

Ulama berbeda pendapat tentang dalalahnya Mafhiim
Muwafaqah. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dalalahnya
lafazyyah  (menunnjukkan kepada suatu hukum melalui
pemahaman lafaz) namun mayoritas ulama berpendapat bahwa
dalalahnya qiyasiyah atau sama dengan metode qiyas. Mafhum
muwafaqah bagian pertama yaitu Lahnul khitab. Lahnul khitab atau
Mafhiim Mukhalafah Musawi adalah apabila hukum mathtim sama
nilainya atau kekuatannya dengan hukum mantuq. Misalnya
firman Allah terkait memakan harta anak yatim:

° =

iy P 55 %
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“Sesunggquhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara
dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya” (QS. Al-
Nisa’: 10).

Ayat di atas secara lafaznya (manthiig) menunjukkan
haramnya memakan harta anak yatim, dan secara Mafhiim
muwafaqgoh menunjukkan terhadap keharaman membakar harta
anak yatim. Membakar dan memakan harta anak yatim memiliki
kesamaan illah yaitu (al itlaf) merusak harta anak yatim (2009 , jta=l).
Dalam kaitannya dengan zakat profesi Yusuf al Qardhawi
menyamakan wajibnya zakat pada profesi komisaris perusahaan,
advokat, dokter, dengan wajibnya zakat emas dan perak karena
memiliki illah yang sama yaitu an nama’ dan mal al mustafad (sama-
sama harta yang berkembang dan dihasilkan dari profesi yang
halal). Beliau juga menyamakan zakat profesi dengan pekerjaan-
pekerjaan lainnya seperti berdagang karena memiliki Illah atau
sebab kesamaan yang kedua adalah maalun mustafad (harta yang
dihasilkan dari suatu pekerjaan). Artinya ketika syariat
mewajibkan zakat terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu
secara manthiiq, maka secara mafhim muwafaqah juga mewajibkan
zakat terhadap profesi lain yang memiliki kesamaan dalam illahnya.

c) Mafhiim al-ghayah

Para ulama yang menolak adanya kewajiban zakat profesi,
juga menggunakan dalil yang mafhiim al-gayah yang merupakan
cabangan dari mafhiim mukhalafah. Adapun difinisinya adalah:
menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash (ghayah), bila
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Simpulan

hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (ghayah). Hal ini
menjadikan bahwa hukum yang berada di luar batas yang
ditetapkan ayat atau hadis$ tidak termasuk dalam tuntutan (Atabik,
2015). Contohnya adalah larangan Nabi terhadap jual beli buah
yang masih di pohon sebelum tampak kelayakannya/ masak.

G A s ale b Lo & 0025 8T ik 3 B e g
(G3SAFR N AR R ERgET]

“Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam
melarang menjual buah hingga nampak kelayakannya, beliau melarang
penjual dan pembeli” (HR. Abu Dawud).

Mafhiim mukhalafah dari hadi$ di atas adalah diperbolehkan
jual beli buah jika sudah buduwus shalah atau tampak
kelayakannya. Dalam kaitannya dengan zakat profesi, dianatara
hujjah yang digunakan oleh para ulama yang menolak adanya
zakat profesi adalah mafhtim ghoyah dari hadis berikut:

(Jo ade do= o> Jb 335 Y)

Tidak ada zakat harta sampai sudah dimiliki selama satu tahun. (HR.
Tirmidzi).

Hadis di atas secara manthiiq sharih menetapkan ghoyah atau
batas kewajiban zakat adalah ketika harta yang akan dikeluarkan
zakatnya sudah dimiliki selama satu tahun, sehingga mafhiim
ghayah atau mukhalafahnya ketika harta belum mencapai haul atau
belum dimiliki selama satu tahun, tidak ada kewajiban zakat. Oleh
karenanya gaji pegawai, dokter, komisaris perusahaan yang
sifatnya didapatkan setiap bulan, belum dikenai kewajiban zakat
selagi belum dimiliki selama satu tahun.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembahasan seputar dilalah al-
alfaz sangat berhubungan erat dengan Usul Fikih yang merupakan metodologi
untuk memahami lafaz Alquran dan Sunnah secara benar. Konsep dilalah al-alfaz
sangat berkaitan dengan ilmu Bahasa Arab sehingga diperlukan pemahaman yang
luas tentang kaedah-kaedah Bahasa Arab. Dililah al-alfaz merupakan cara untuk
meninjau lafaz dari berbagai sisinya untuk bisa diambil makna dan

diinterpretasikan agar dapat digali dan dirumuskan menjadi suatu hukum yang
dapat diamalkan.
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Implikasi dari penelitian ini dapat mengidentifikasi perbedaan pendapat di
kalangan wulama tentang penggunaan dilalah al-alfaz dalam fatwa zakat
kontemporer. Ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang
keragaman interpretasi dan sudut pandang yang ada, serta membuka pintu untuk
dialog dan pemikiran kritis yang konstruktif dalam mengembangkan fatwa yang
relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Dengan memahami konsep
dalalah alfadz akan memungkinkan terciptanya sifat toleran dan moderat dalam
memahami berbagai fatwa yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman
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